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Krisis global yang melanda dunia saat ini menuntut optimalisasi kinerja Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dari imbas krisis yang berkepanjangan. Melemahnya sektor ekonomi masyarakat telah berpengaruh pada aspek sosial budaya yang selama ini terus terpuruk ke posisi marjinal. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma terutama bagaimana menyiapkan strategi dalam menghadapi krisis multidimensi, terutama pada institusi pemerintahan khususnya di Kabupaten Polewali Mandar.

Salah satu bidang yang diharapkan dapat menjadi tumpuan pada masa yang akan datang adalah  bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang saaat ini pengananannya telah mengalami era tranformasi dan reformasi. Hal ini tidak berarti bahwa pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan telah berjalan secara optimal, karena ternyata hingga saat ini transformasi dan Repormasi yang dimaksud belum sampai pada lahirnya sebuah format pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang komprehensif dan mengakomodir segenap potensi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Upaya pemecahan masalah tersebut harus dilakukan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan Pembangunan bidang kebudayan dan kepariwisataan untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan Agenda, Sasaran dan Program Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.
Terpaan globalisasi yang melanda dunia yang ditandai oleh kemajuan Tourism, Telecommunication, dan Transfortation menuntut penguatan pada ketahanan budaya, terutama budaya lokal, serta pengembangan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bidang yang diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan nasional saat ini adalah kebudayaan dan pariwisata.

Pada sisi yang lain ada kenyataan yang cukup memprihatinkan selama ini bahwa  pengembangan kebudayaan menjadi terlantar disebabkan perhatian yang kurang terhadap arti penting kebudayaan. Padahal kebudayaan itu sangat penting sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam keberagaman. Setiap daerah akan berusaha tampil dengan kelengkapan budayanya sebagai jatidiri yang membedakan dengan daerah lainnya. Pada strata yang lebih tinggi, pembangunan kebudayaan didorong oleh kebutuhan akan media sosial yang dapat mempersatukan bangsa merupakan tenaga yang kuat dan menjadi dasar kebanggaan suatu bangsa.

Adapun persoalan dalam pengembangan kebudayaan saat ini adalah bagaimana membangun karakter bangsa (nation and character building), serta bagaimana setiap warganegara diberi akses untuk saling mengenal kebudayaan yang berbeda agar dapat hidup berdampingan secara damai sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk itu prioritas pembangunan kebudayaan perlu diarahkan untuk Mengembangkan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-Nilai Luhur dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial; (2) mendorong tuntasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya kabupaten Polewali Mandar modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; (3) revitalisasi nilai-nilai Sipamandar dalan kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas daerah; serta (4) meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri. Serta memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun kembali kepercayaan sosial antarkelompok masyarakat; dan memperkuat dan mengartikulasikan identitas bangsa.
Di samping itu sasaran pengembangan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 adalah:
1) Meningkatnya rasa solidaritas antar kelompok masyarakat.
2) Semakin kondusifnya Kabupaten Polewali Mandar dalam melanjutkan pembangunan;
3) Semakin berkembangnya penerapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya lokal yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
4) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.
Secara lebih terfokus sasaran kebudayaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD di atas akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Polewali Mandar  untuk tahun 2009 – 2014 yaitu :
1) Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif.
2) Terwujudnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya lokal,   dan perlindungan hukum individual dan komunal.
3) Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati di antara berbagai    komunitas etnis untuk memperkukuh simpul kebudayaan daerah. 
Di bidang pembangunan pariwisata, potensi dan peranannya sebagai salah satu sektor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi harus terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Polewali Mandar dari pembangunan bidang pariwisata ditentukan oleh jumlah kunjungan, pengeluaran, dan lama kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. salah satu sasaran keberhasilan pengembangan pariwisata, sebagai sumber Pendapatan Asli daerah dinilai dari unsur yaitu : 
1) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Wisatawan Domestik
2) pengeluaran wisatawan per wisatawan, per hari dan per kunjungan;
3) lama tinggal wisatawan
Perjalanan wisata di dalam negeri diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan semakin meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Polewali Mandar dari tahun ke tahun akan memberikan harapan terhadap peningkatan di bidang investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi kegiatan pariwisata terhadap pendapatan masyarakat dan pemerintah.
Untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran melalui kegiatan promosi dan pengembangan produk-produk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.
Sasaran dalam RPJMD 2009–2014 menetapkan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Polewali Mandar seperti yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah 2009–2014 yaitu :
1) Terwujudnya pariwisata daerah yang dapat mendorong cinta daerah;

2) Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi daerah.
3) Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah.
4) Meningkatnya produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif.
5) Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Atas dasar gambaran tersebut di atas, pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan perlu didukung oleh kebijakan nasional, karena terdapat konsekuensi kewajiban pemerintah bagaimana mengelola kebudayaan yang beragam atau multyculture untuk diarahkan pada nilai-nilai inti sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai inti tersebut akan  menjadi kekuatan integratif terhadap kebudayaan lokal yang bersifat majemuk. Pemerintah juga berkewajiban bagaimana mengembangkan kepariwisataan sebagai suatu alat atau media pengembangan budaya dan peningkatan kualitas hubungan antarmanusia dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
Dengan mengacu kepada berbagai kondisi tersebut di atas, pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Polewali Mandar dapat dijabarkan ke dalam berbagai langkah yang memerlukan keterpaduan seluruh pihak. Langkah strategis untuk mengembangkan kebudayaan daerah adalah menginventarisasi, mendokumentasi, dan merekam semua aset  kebudayaan daerah.
Di samping itu juga dilakukan langkah-langkah penting untuk melindungi aset budaya tersebut melalui peraturan per-undang-undangan yang berlaku. Langkah ini penting dilakukan agar data dan informasi itu dapat dikaji untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu perlu pula diidentifikasi hubungan kebudayaan antara etnis yang satu dengan yang lain, dan bahkan dengan bangsa-bangsa lain. Langkah strategis selanjutnya ialah melakukan upaya penanaman nilai-nilai budaya, baik yang bersifat daerah maupun nasional, melalui pendidikan dalam arti luas, oleh karena pendidikan itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses pembudayaan.
Sedangkan langkah strategis dalam pengembangan kepariwisataan adalah meningkatkan citra Polewali Mandar sebagai daerah yang kaya dengan potensi pariwisata, mempermudah pergerakan wisatawan menuju Polewali Mandar, mengembangkan destinasi baru, mengembangkan kegiatan wisata yang potensial, serta menumbuhkembangkan pariwisata lokal.
Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten  Polewali Mandar sebagai instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Renstra Disbudpar 2009–2014 ini dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur; peningkatan daya saing pariwisata serta penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa seperti yang tertuang dalam RPJMD 2009 -2014.
Oleh karenanya, Renstra Disbudpar 2009-2014 ini merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Disbudpar. Dokumen Renstra Disbudpar ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan Program Kerja tahunan Disbudpar yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).


Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar nomor : KPTS/6/DPRD tanggal 12 Juli 2008 perihal Pengesahan Perarturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perngkat daerah Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut Peraturan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang kebudayaan dan pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok: melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:
1). 
Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;

2). Penyusunan rencana dan program dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;

3). Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;

4). 
Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata meliputi kebudayaan, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;

5).
Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;

6).
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;

7). 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh 4 orang eselon III dan 9 orang eselon IV.
A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1). Pelaksanaan program yang meliputi penyusunan program dan anggaran

2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat;

3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi ;  urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.
Di dalam Struktur Sekretariat, terdapat 3 Sub Bagian yakni:
1).Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok; merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  yang meliputi: melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat-menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.


Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat;

b. Pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;

c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

f. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya.

2).
Sub Bagian Perencanaan dan Verifikasi; mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  yang meliputi: mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan, serta verifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Verifikasi mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan  bidang lain dalam lingkungan dinas;

b. Pelaksanaan verifikasi anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan;

c. Penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

3).
Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  yang meliputi: menyelenggarakan administrasi keuangan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan pelaporan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;

b. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;

c. Pengelolaan administrasi keuangan lainnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi. 

B. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal  664, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kebudayaan;

b. Penyusunan rencana dan program dibidang kebudayaan;

c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang kebudayaan;

d. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebudayaan;

e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang kebudayaan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Dalam Struktur Bidang Kebudayaan terdapat 2 (dua) seksi, yakni:

1).  Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  bidang kebudayaan, khususnya dibidang sejarah dan kepurbakalaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang sejarah dan kepurbakalaan;

c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sejarah dan kepurbakalaan;

d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang sejarah dan kepurbakalaan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2). 
Seksi Nilai – Nilai Tradisional dan Kesenian Daerah mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  bidang kebudayaan, khususnya dibidang nilai-nilai tradisional dan kesenian daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Nilai – Nilai Tradisional dan Kesenian Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang nilai-nilai tradisional;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang nilai-nilai tradisional;

c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang nilai-nilai tradisional;

d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang nilai-nilai tradisional;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

C. Bidang Usaha Pariwisata

Bidang Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang usaha pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang usaha pariwisata;

b. Penyusunan rencana dan program di bidang usaha pariwisata;

c. Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha pariwisata;

d. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha pariwisata;

e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang usaha pariwisata;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Dalam struktur bidang usaha pariwisata, terdapat 2 seksi yaitu:
1). Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  bidang usaha pariwisata, khususnya dibidang sarana pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang sarana pariwisata;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sarana pariwisata;

c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sarana pariwisata;

d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang sarana pariwisata;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2). Seksi Pembinaan Usaha Wisata mempunyai tugas pokok:  merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  bidang usaha pariwisata, khususnya dibidang pembinaan usaha wisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Usaha Wisata mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pembinaan usaha wisata;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang pembinaan usaha wisata;

c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan usaha wisata;

d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang pembinaan usaha wisata;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

D. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata
Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya di bidang pengembangan dan promosi wisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

b. Penyusunan rencana dan program dibidang pengembangan dan promosi wisata;

c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

d. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang pengembangan dan promosi wisata;

f. Pelaksanaan tugas lain yang berikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Struktur Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata terdiri dari:

1). Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  bidang pengembangan dan promosi wisata, khususnya dibidang promosi wisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang promosi wisata;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang promosi wisata;

c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang promosi wisata;

d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang promosi wisata;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2).
Seksi Pengembangan dan Promosi Budaya mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  bidang pengembangan dan promosi wisata, khususnya dibidang pengembangan masyarakat sadar wisata.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Promosi Budaya mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengembangan masyarakat sadar wisata;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang pengembangan masyarakat sadar wisata;

c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan masyarakat sadar wisata;

d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang pengembangan masyarakat sadar wisata;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dalam Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok: melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Unit Pelaksana Teknis Dinas  mempuyai fungsi:
a. Penyiapan petunjuk teknis, bimbingan dan pembinaan sesuai tugas yang diberikan;
b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan sesuai tugas yang diberikan;
c. Penyajian laporan perkembangan kegiatan sesuai kebutuhan.

F. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok: melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya, kebutuhan dan beban kerja yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi: melaksanakan pembinaan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing.

A. Konteks Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam  Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar  tahun 2009 – 2014. RPJMD merupakan dasar penyusunan tahunan Rencana Kerja SKPD yang memuat agenda dan kebijakan pemerintah daerah. Dokumen Renstra Disbudpar ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan Rencana Kerja (RK) Tahunan Disbudpar dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Disbudpar. Dimana kedua rencana ini akan menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
B. Pola Pikir Pembangunan Budparda 2009-2014
Pola pikir yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Disbudpar 2009–2014 ini dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu strategik yang berkembang melalui analisis lingkungan eksternal dan internal yang menghasilkan beberapa pokok pemasalahan, kekuatan, ancaman dan peluang dalam bidang pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan. Selanjutnya dirumuskan ke dalam strategi pengembangan yang mencakup kebijakan dan program yang kemudian diturunkan dalam kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Selanjutnya pola pikir dapat dilihat pada Gambar 1. sebagai berikut.
Gambar 1. POLA PIKIR PEMBANGUNAN BUDPARDA 2009 – 2013








C. Sistematika Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2005–2009
Dokumen Rencana Strategis Disbudpar 2009 -2014 ini mengacu pada :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja   Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama    yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Perencanaan strategik yang dimaksud mencakup : (1) Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; (2) uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran    tersebut.
2. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009 – 2014,

Dengan berdasar pada kedua hal di atas maka sistematika penulisan Renstra Disbudpar adalah sebagai berikut :
BAB. I 
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Organisasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

1.3. Pola Pikir dan Sistematika Penulisan
BAB. II
VISI, MISI DAN NILAI-NILAI
2.1.Visi
2.2. Misi

2.3. Nilai-nilai

BAB. III
PENILAIAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
3.1. Penilaian dan Kajian Aspek Lingkungan Internal.
3.2. Penilaian dan Kajian Aspek Lingkungan Eksternal
3.3. Analisis Hubungan Aspek Lingkungan Internal dan Eksternal
BAB. IV
TUJUAN, SASARAN DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
4.1. Tujuan
4.2. Sasaran
4.3. Faktor Kunci Keberhasilan
BAB. V
STRATEGI DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2009-2014 


5.1.Kebijakan
5.2.Program
Lampiran :
Matriks Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Secara diagramatis Sistematika Penulisan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 2. Kerangka Penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Polewali Mandar Tahun 2009 - 2014
















Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukan, maka konsep pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan salah satu penjabaran  dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2009-2014.
Adapun visi dari Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar adalah “Terciptanya Kepemerintahan Yang Baik dan Terpercaya Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya”.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan sejumlah misi yang akan dijalankan secara sungguh-sungguh dan seksama selama periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

a. Mendorong peningkatan kualitas manajemen dan administrasi pemerintahan.    
b. Membangun struktur perekonomian yang makin maju dan mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal menuju pasar regional, nasional dan global.
c. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
d. Meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial berdasarkan nilai agama dan budaya lokal.
e. Mendorong peningkatan pembangunan demokrasi, kesadaran hukum dan HAM serta pendidikan politik.
Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, yang harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan yang berencana dan berkesinambungan.
Adapun Rumusan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA  JATIDIRI KEBUDAYAAN DAN PARIWISTA YANG BERDAYA SAING BERDASARKAN NILAI AGAMA”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, Misi Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009–2014 adalah :
1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai luhur

2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing,
3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan akuntabel.

Berdasarkan visi dan misi di atas maka ditetapkan 9 (sembilan) nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Renstra Disbudpar 2009 - 2014, adapun nilai-nilai tersebut adalah :
1. Religius
a. Mewujudkan aparatur di lingkungan Disbudpar yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian;
b. Mengembangkan toleransi antar dan atara umat beragama;
c. Mengembangkan terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusian
2. Manusiawi
a. Mendorong terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
b. Mendorong terwujudnya hubungan harmonis antar manusia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain;
c. Mendorong berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia;
d. Mendorong terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Bersatu
a. Meningkatkan semangat persatuan dan kerukunan bangsa;
b. Meningkatkan toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial;
c. Mengembangkan budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan;
d. Mengembangkan semangat antikekerasan;
e. Mengembangkan dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok    dalam masyarakat.
4. Demokratis
a. Mewujudkan keseimbangan antara Satuan Kerja Perangkar Daerah;
b. Mengembangkan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi    politik yang bersifat terbuka;
c. Mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
d. Mengembangkan budaya demokrasi; transparansi; akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan;
e. Mengembangkan sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.
5. Adil
a. Menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
b. Mewujudkan institusi dan aparat yang bersih dan profesional;
c. Mewujudkan penegakan hak asasi manusia;
d. Mewujudkan keadilan gender;
e. Mewujudkan budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum;
f. Mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan pengusaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli;
g. Menyediakan peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal;
6. Sejahtera
a. Meluaskan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk sehingga menjadi lebih sejahtera dan mandiri;
b. Mewujudkan sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut;
c. Mewujudkan keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.
7. Maju
a. Meningkatkan kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa;
b. Meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era global.
c. Meningkatkan kualitas pendidikan kebudayaan dan kepariwisataan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan  internasional
d. Meningkatan disiplin dan etos kerja;
e. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaan dalam masyarakat;
f. Mengaktualisasikan keragaman budaya Indonesia.
8. Mandiri
a. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain;
b. Mendukung terwujudnya politik yang berkepribadian;
c. Mewujudkan ekonomi yang bertumpu pada kemampuan serta potensi keunggulan lokal;
d. Memiliki kepribadian dan identitas budaya dengan mengedepankan potensi budaya daerah dan ekarifan lokal.
9. Baik dan Bersih dalam Penyelenggaran Pemerintahan
a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN;
b. Mengusahakan penyelenggaraan pemerintahan  yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat termasuk di daerah terpencil dan perbatasan;
c. Mengembangkan transparasi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan



A. KEKUATAN
a. Kekayaan nilai budaya, yang bersumber pada keanekeragaman suku, bahasa, etnis, adat istiadat dan kekayaan nilai budaya lainnya (multikultural -> pluralisme).
b. Telah disusun Konsep Pembangunan Berwawasan Kebudayaan, dimana orientasi pembangunan tidak semata-mata berorientasi ekonomi tetapi juga diperlukan sentuhan budaya yang akan menjadi perekat keuntuhan NKRI
c. Telah disusun Pedoman Etika Kehidupan Berbangsa yang mengangkat nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa saat ini dan mendatang
d. Telah disusun Strategi Pembangunan Kebudayaan yang menjadi arah pembangunan kebudayaan nasional
e. Telah tersedianya Standar, Pedoman teknis, Kriteria, dan Prosedur pengelolaan kebudayaan
f. Keragaman seni dan semakin banyaknya keunikan budaya menjadi warisan daerah.
g. Meningkatnya produksi film nasional memberi kesempatan kepada masyarakat untuk lebih menghargai dan mencitai produk dalam negeri.
h. Adanya political will dari pemerintah untuk pengembangan destinasi.
i. Hasil pembangunan yang selama ini berupa prasarana dan sarana pariwisata, secara kualitas dan kuantitas semakin meningkat dari tahun ke tahun
j. Karena potensi ekonomi pariwisata relatif besar dan menjanjikan untuk meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja, pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan agar pengusaha tertarik untuk berusaha di bidang pariwisata, dan sebaliknya para pengusaha sendiri berminat cukup besar untuk mengembangkan usahanya di bidang pariwisata, sehingga jumlah usaha pariwisata semakin meningkat.
k. Inpres Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No.16 tahun 2005 diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dengan dukungan dari sektor dan lembaga terkait
l. Dengan Otoda akan meningkatkan kemampuan Pemda untuk membangun destinasi baru khususnya mengembangkan daya tarik wisata baik fisik maupun non fisik
m.  UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi salah satu acuan di dalam  penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di tanah air
n.  Kerjasama promosi pariwisata antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta semakin erat seperti partisipasi pada bursa pariwisata, widyawisata pengenalan (fam tour)
o. Sosialisasi branding untuk pasar luar negeri "Indonesia the Ultimate in Diversity" dan untuk pasar dalam negeri "Kenali Negerimu, Cintai Negerimu" diharapkan akan membangkitkan Citra Pariwisata (Dalam dan Luar Negeri)
p. Semangat dari jajaran pariwisata yang tidak kenal menyerah dalam penyelenggaraan pemasaran merupakan investasi yang akan membuahkan hasil di masa datang
q. Penetapan Pemerintah tentang libur resmi bersama dan libur panjang (Lebaran, Natal dan Tahun Baru) berdampak positif terhadap pergerakan wisatawan     nusantara
r. Jaringan internet dan website yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mampu diakses secara cepat dari seluruh daerah dan berbagai penjuru dunia
B. KELEMAHAN
a. Belum maksimalnya kegiatan pelestarian kekayaan budaya baik yang tangible    dan intagible seperti : sejarah, kepurbakalaan dan benda cagar budaya.
b. Aspek pelestarian Benda Cagar Budaya masih lemah.

c.  Masih banyak kekayaan budaya berupa Benda Cagar Budaya yang dimiliki perorangan. 

d. Masih lemahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk dalam negeri dan lokal, antara lain karena kurangnya informasi.

e. Masih lemahnya peta dan sistem informasi kekayaan budaya berupa peta budaya dan dokumen arsip daerah.
f. Krisis nilai budaya/jati diri (identitas), nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, makin pudar bersamaan dengan menguatnya  nilai-nilai materialisme.

g. Masih belum optimalnya implementasi pembangunan berwawasan kebudayaan, tidak mampunya masyarakat Polewali Mandar untuk  mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (nation and character building). Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan krisis    budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya

h.  Masih belum optimalnya implementasi Etika Kehidupan Berbangsa. Kebanggaan atas jati diri bangsa seperti penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, semakin terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap lebih unggul. Identitas nasional meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif

i.  Kebudayaan sebagai suatu proses masih memerlukan pematangan terhadap Strategi Pembangunan Kebudayaan agar diperoleh hasil yang maksimal dan berkelanjutan.

j.  Kurang tersosialisasinya Standar, Pedoman teknis, Kriteria, dan Prosedur pengembangan nilai budaya

k.  Masih lemahnya pengelolaan keragaman budaya berupa aset seni dan film dengan setting budaya lokal.

l.  Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata.

m.  Belum optimalnya implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata karena keterbatasan sumber daya di daerah.
n.  Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal khususnya di sekitar daya tarik wisata dan kawasan wisata.

o.  Belum efektifnya upaya pemasaran baik dalam maupun ke luar daerah
p.  Terbatasnya sarana/materi promosi kebudayaan dan kepariwisataan.
q.  Belum optimalnya sistem informasi pemasaran untuk mendukung pelaksanaan pemasaran dan promosi.

r.  Koordinasi dan keterpaduan pemasaran antar stakeholder masih lemah

s.  Sumber daya pemasaran yang masih terbatas.

t.  Kompetensi dan kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan program secara optimal dengan kompetensi pelayanan publik yang tingi
u. Database kebudayaan dan pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang aktual.
v. Belum maksimal sistem pengawasan internal akibat perubahan organisasi.


A. PELUANG

1. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak positif terhadap ketahanan budaya dengan adanya akulturasi budaya yaitu ciri khas dan identitas kebudayaan semakin berkembang
2. Dengan semakin matangnya proses kehidupan berdemokrasi maka membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni
3. Semakin maju dan berkembangnya media ekspresi bagi seniman dan budayawan melalui media elektronik, serta rumah produksi (productian house)
4. Penghargaan atas warisan budaya lokal mampu mengangkat citra dan martabat bangsa dan negara
5. Banyaknya lembaga/pihak dari luar daerah yang tertarik akan kekayaan budaya Polewali Mandar baik berupa benda peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) maupun kesenian dan nilai tradisi
6. Dengan semakin matangnya proses berkehidupan yang demokratis membuka peluang untuk menjernihkan sejarah dengan lebih obyektif
7. Kemajuan teknologi membuka peluang untuk melestarikan kekayaan budaya baik berupa benda peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) maupun berupa kesenian dan nilai tradisi bagi kesejahteraan masyarakat
8. Kode Etik Pariwisata Dunia membantu proses pelestarian benda peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) agar tetap lestari dan mampu memberi manfaat yang berkelanjutan
9. Pemerintahan yang semakin stabil (sejak krisis moneter/ekonomi pertengahan 1997) lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang (pembangunan infrastruktur pariwisata)
10. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah mampu menjadikan keragaman dan keunikan daya tarik alam dan budaya sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan
11. Dengan semakin tersegmentasinya wisatawan yang memiliki motivasi khusus menuntut destinasi yang mampu menawarkan keanekaragaman produk pariwisata seperti : ekowisata, agrowisata, petualangan, wisata selam.
12. Masyarakat Polewali Mandar yang terdiri dari berbagai suku dan etnis dikenal suka membantu dan ramah yang merupakan modal untuk membangun industri pariwisata sebagai industri jasa
13. Perkembangan implementasi tata pemerintahan yang baik (good governance) memberikan ruang bagi perbaikan sistem manajemen pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata baik antar sektor, antar instansi.
B. ANCAMAN

1. Kekayaan budaya baik dalam bentuk benda (tangible) dan yang tak benda (intangible) belum dikelola secara sinergis dalam rangka pembangunan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian Benda Cagar Budaya;
3. dalam pengelolaan Benda Cagar Budaya masih menjadi kurang maksimal, hal ini disebabkan antara lain : masalah kurangnya kemampuan SDM, kapasitas sumber daya dan pendanaan yang terbatas;
4. Masih kurangnya penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang kebudayaan;
5. Lemahnya SDM pengelola kekayaan budaya baik di tingkat pusat, daerah dan masyarakat
6. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak negatif terhadap ketahanan budaya seperti kemungkinan terjadinya erosi ciri khas dan identitas nilai budaya daerah; 
7. Kurangnya perhatian pengelolaan keragaman budaya dapat menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat sehingga tidak tersedianya tempat penyaluran aspirasi masyarakat yang multikultur
8. Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa akan mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah jatidiri bangsa  dan ketahanan budaya
9. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah, antara lain karena keterbatasan informasi
10. Pembangunan Destinasi yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan akan ditinggalkan pasar dan akan mengancam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan; 
11. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat lokal akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan akan berpotensi timbulnya konflik sosial
12. Kondisi yang semakin kurang aman dan tertib yang terjadi pada suatu destinasi akan ditinggalkan pasar dan para pengusaha pariwisata tidak berminat untuk berinvestasi; 
13. Menurunnya iklim usaha dan investasi yang kondusif di bidang pariwisata sebagai akibat dari multi krisis yang dialami sejak krisis moneter/ekonomi;

Upaya-upaya yang perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis kekuatan dan peluang diatas adalah sebagai berikut
A. Mengembangkan Kekuatan dan Mengoptimalkan Peluang melalui:
1. Pengembangan Destinasi untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan;
2. Pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan rasa cinta pada daerah dan jati diri;
3.  Pelestarian lingkungan alam dan budaya sebagai upaya mempertahankan kekayaan bangsa dari berbagai perubahan;
4. Pemberian penghargaan yang tinggi kepada seniman yang telah melahirkan produk-produk budaya;
5. Pengembangan promosi budaya melalui pengiriman misi dan delegasi  kebudayaan baik pada tingkat nasional maupun ke luar negeri
6. Pembuatan film kolosal yang bernuansa budaya.
B. Mengembangkan Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman melalui
1. Pengembangan pengelolaan keragaman budaya dalam upaya meningkatkan rasa    cinta atas khasanah kebudayaan Polewali Mandar yang beraneka
2. Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah yang beragam dan kaya atas kebijakan lokal (local wisdom) dan kepakaran lokal (local genius)
3. Penguatan penegakan hukum guna menjaga upaya-upaya pelestarian kebudayaan dan alam Polewali Mandar sebagai modal pembangunan
4. Pengembangan peraturan perundangan dalam rangka memberikan landasan legal pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan Polewali Mandar.
C. Meminimalkan Kelemahan untuk memanfaatkan Peluang melalui:
1.  Pengembangan nilai budaya untuk melestarikan tradisi, budi pekerti dan karakter bangsa sehingga mampu menghadapi perubahan besar yang melanda dunia;
2.  Pengembangan pemasaran terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pencapaian sasaran jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara
3. Pengembangan dan Peningkatan daya saing SDM kebudayan dan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dalam rangka meningkatkan daya saing.
4. Meningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan  sehingga mampu memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata
5. Pengoptimalan kapasitas pusat data dan informasi dalam upaya memperbesar desiminasi informasi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan kepada masyarakat
6. Pengoptimalan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk meningkatkan kapasitas dan peran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator pembangunan kebudayaan dan pariwisata
7. Pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan yang efisien dan efektif guna meningkatkan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai institusi yang mampu melaksanakan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar sesuai dengan tuntutan dan harapan seluruh stakeholder pembangunan kebudayaan dan pariwisata
D. Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman melalui:
1.  Pengelolaan keragaman budaya yang profesional dan sesuai zaman guna meningkatkan daya resistensi terhadap serbuan budaya global yang deras
2.  Pengembangan kekayaan budaya dalam upaya meningkatkan kualitas aset budaya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Polewali Mandar
3.  Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi sehingga terjadi keterpaduan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan oleh berbagai pihak yang terkait



Berdasarkan Visi dan Misi Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009 – 2014 maka ditetapkan Tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Kebudayaan dan Kepariwisataan.
2. Meningkatnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan.
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya kebudayaan dan kepariwisataan.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009 - 2014ditetapkan sebagai berikut :
1. Terwujudnya pedoman, norma, kriteria, standar dan prosedur untuk mendukung Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan
2. Meningkatnya kegiatan perintisan, bimbingan dan supervisi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan 
3. Meningkatnya pemberian peluang kemudahan dan bantuan dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan.
4. Meningkatnya kerjasama dalam dan luar daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan
5. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan manfaat penelitian dan pengembangan, sistem informasi serta dukungan ketersediaan sumber daya manusia
6. Meningkatnya pengawasan, pengendalian, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lembaga.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan Faktor-faktor kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas yang meliputi:
1. Stabilitas

Stabilitas yang terdiri dari kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan merupakan faktor penentu utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan. Dengan stabilitas yang mantap, pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan akan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

2. Fasilitasi

Peran utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai fasilitator pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus menjadi instansi terdepan yang mampu memberikan kemudahan bagi tersedianya berbagai pedoman, norma, kriteria, standar dan prosedur yang diperlukan untuk memajukan kebudayaan dan kepariwisataan. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus pula mampu memberikan dukungan, bantuan, bimbingan arahan, dan upaya-upaya rintisan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan yang dilakukan oleh seluruh stakeholders
3. Keterpaduan
Sebagai institusi pemerintah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu memposisikan diri sebagai pemandu (conductor)  pencapaian keserasian pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan antar instansi dan antar stakeholders. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memerlukan faktor kunci ini untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara transparan, terkoordinasi, dan sinkron sehingga tercapai kesamaan gerak dan langkah dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar.

4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan elemen-elemen penting penunjang pembangunan seperti anggaran, pegawai (SDM), peraturan-perudangan serta kelembagaan yang memadai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai arah yang telah ditentukan. Ketersediaan berbagai elemen ini akan memberi kemudahan dalam melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan baik di pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas




Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan, maka arah kebijakan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu stakeholders/pemangku pembangunan kebudayaan dan pariwisata maka pada tahun 2009 –2014 diarahkan untuk empat (4) kebijakan yaitu :
1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan pariwisata

2. Meningkatnya efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata
3. Memantapkan kerjasama di bidang kebudayaan dan pariwisata

4. Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata

Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar serta Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan, program pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2009–2013 terdiri atas 9 program pokok yaitu:
1. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat Polewali Mandar  atas nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat sebagai dasar dalam pengembangan yang berwawasan kebudayaan yang dilaksanakan melalui kegiatan pokok antara lain
a. Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti

b. Peningkatan Pelestarian Tradisi;

c. Pengembangan Masyarakat Adat

d. Pelaksanaaan Kebijakan Pengembangan Nilai Budaya 
e. Pendukungan pengembangan nilai budaya daerah; dan

f. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi pengembangan nilai budaya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Program ini terutama ditujukan untuk meningkatkan peranserta dan apresiasi masyarakat di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan film melalui kegiatan-kegiatan pokok:
a. Pengembangan dan Pelestarian Kesenian
b. Pengembangan Perfilman
c. Pengembangan Galeri
d. Pengembangan pelaksanaan festival/peristiwa budaya daerah;
e. Pendukungan pengembangan keragaman budaya daerah; dan
f. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi pengelolaan keragaman budaya 
3. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai kekayaan budaya melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok seperti:
a. Pengembangan Nilai Sejarah
b. Pengembangan Geografi Sejarah
c. Pengelolaan Peninggalan Purbakala
d. Pengelolaan Permuseuman
e. Pengembangan Pemahaman Atas Kekayaan Budaya
f. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi pengelolaan kekayaan budaya
4. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata lokal dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok antara lain:

a. Pengembangan Standardisasi Pariwisata
b. Pengembangan Produk Pariwisata
c. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
d. Perintisan pengembangan destinasi pariwisata; dan
e. Penyusunan Kebijakan dan Pengaturan Pengembangan Destinasi Pariwisata
5. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri kebudayaan dan pariwisata Polewali Mandar melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar daerah, untuk memantapkan citra Polewali Mandar dalam rangka mendorong peningkatan apresiasi industri budaya, peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik melalui implementasi kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
a. Promosi kebudayaan dan pariwisata dalam negeri;

b. Promosi kebudayaan dan pariwisata di luar negeri

c. Pengembangan sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata

d. Pembangunan dan pengembangan pasar wisata
e. Pelaksanaan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi pengembangan pemasaran.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dan kerjasama antar lembaga guna mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok

a. Pengembangan kebijakan SDM Kebudayaan dan pariwisata

b. Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM kebudayaan dan pariwisata;

c. Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;

d. Pengembangan Arkeologi

e. Pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan daerah; dan

f. Pengembangan dan Pemantapan kebijakan Kemitraan di bidang kebudayaan dan pariwisata




Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2009-2014  ini diformulasi sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat general dan diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (rolling plan) dalam kurun waktu lima tahun.

Untuk mengimplementasikan Renstra ini secara optimal diperlukan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik antar instansi Pemerintah Daerah, maupun dengan swasta dan masyarakat. 
Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Renstra Disbudpar, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil pada satuan kerja di lingkungan Disbudpar.
Didalam pelaksanaanya Renstra Disbudpar selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di tingkat daerah, nasional maupun global sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan
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1.2. Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata








1.3. Pola Pikir dan Sistematika Penulisan
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Kebudayaan mampu membentuk karakter bangsa & menciptakan kedamaian.


Pariwisata sebagai sektor penghasil devisa unggulan.
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KONDISI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA POLEWLAI MANDAR      SAAT INI





KELEMAHAN





Lemahnya Pengelolaan Keragaman Budaya


Krisis jati diri (identitas) nasional


Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya yang tangible dan intagible


Maraknya hambatan dari munculnya regulasi yang kontraproduktif


Masih lemahnya kualitas pengelolaan sebagian besar destinasi wisata


Belum terintegrasi dan berkelanjutannya pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata


Belum optimalnya jaringan kerjasama di dalam dan luar negeri dlm bidang penelitian, SDM dan kelembagaan


Masih lemahnya pengawasan kinerja aparatur
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III.2. PENILAIAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN EKSTERNAL








III. 1 Analisis Hubungan Aspek Lingkungan Internal dan Eksternal
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KONDISI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA POLEWALI MANDAR YANG DIHARAPKAN (Tahun 2014)





Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif


Terwujudnya industri budaya dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, dan perlindungan hukum individual dan komunal


Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati di antara berbagai komunitas budaya untuk memperkukuh ikatan kebangsaaan.


Terwujudnya pariwisata nusantara yang dapat mendorong cinta tanah air


Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah


Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional


Meningkatnya produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif.


Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.


Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa yang dilandasi oleh sikap saling menghargai


Terwujudnya hasil penelitian dan     pengembangan terapan serta sistem  informasi.


Meningkatnya ketersediaan SDM     bidang kebudayaan dan pariwisata


Terwujudnya pengawasan dan     pengendalian, koordinasi dan  kerjasama lintas daerah serta antar


stakeholders.
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